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ABSTRAK 

Juwita Nirmala, 12103173087, Penertiban Warung Liar di Tanah Aset 
Pemerintah  Daerah Menurut Hukum Positif dan Siyasah 
Syar’iyyah (Studi  Kasus di Area RSUD dr. Soedomo Kabupaten 
Trenggalek), Jurusan Hukum Tata Negara,  Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021,  Pembimbing: Lailatul 
Nikmah, M.Pd.  

Kata Kunci: Penertiban, Warung Liar, Tanah Aset Pemerintah Daerah, Siyasah 

Syar‟iyyah  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya pelaku  
pelanggaran terhadap ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.  
Salah satu pelanggaran tersebut adalah tidak tertib aset yang mana hal itu dapat  
dijumpai di area sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Terdapat setidaknya 8 
(delapan) warung liar tengah berdiri di lahan tersebut yang merupakan tanah aset 
milik  Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Warung liar tersebut berdiri 
tanpa izin dari pemerintah daerah setempat yang mana melanggar peraturan 
mengenai tertib aset yang termuat dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten 
Trenggalek Nomor  11 Tahun 2015 Tentang Penyelengaran Ketertiban Umum dan 
Ketentraman  Masyarakat. Adanya warung-warung tersebut dikhawatirkan 
menimbulkan  dampak yang negatif, diantaranya yakni kawasan tersebut menjadi 
kumuh bahkan  menjadi sarana penyebaran penyakit karena letaknya sangat 
berdekatan dengan rumah sakit. Berdirinya warung ini menyebabkan lahan tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. Selain melanggar ketertiban, keberadaan warung 
tersebut  juga mengganggu kenyamanan karena menimbulkan rasa khawatir di 
beberapa  kalangan.  

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penertiban warung  
liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek? 2) Bagaimana  
penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek  
menurut hukum positif? 3) Bagaimana penertiban warung liar di tanah aset  
pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut siyasah syar‟iyyah? Adapun  
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penertiban  
warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek. 2)  
mengetahui penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten  
Trenggalek menurut hukum positif. 3) Untuk mengetahui penertiban warung liar  
di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut siyasah  
syar‟iyyah.  

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian  
deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data  
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dengan Kepala  
Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pedagang pemilik  
warung, serta ulama; dan dokumentasi hasil observasi dan wawancara. Teknis  
analisis dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan  
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kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penertiban terhadap pedagang  

pemilik warung liar sudah dilaksanakan hanya saja belum efektif. Penertiban  

dilakukan dengan teguran terhadap pemilik warung, hanya saja tidak dihiraukan.  

Pemerintah daerah tidak langsung menggusur karena alasan kemanusiaan dan 

akan munculnya kemungkinan terburuk yaitu para pedagang akan berpindah ke  

tempat lain dan menyebabkan kemacetan. Maka alternatif yang dianggap paling  

efektif adalah merelokasi pedagang ke dalam area pagar RSUD dr. Soedomo 

Trenggalek tetapi solusi tersebut masih berada dalam tahap perencanaan. 2) Pasal 

39 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek  Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten 

Trenggalek menyebutkan bahwa pelaku pelanggaran dikenai sanksi  administratif 

yakni teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara  kegiatan, 

penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap  izin, 

denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 3) Ditinjau dari siyasah syar’iyyah,  pendirian 

warung liar ini tidak sejalan dengan Islam karena tanpa adanya izin  maupun 

perjanjian. Sedangkan sejauh ini langkah-langkah serta kebijakan yang  ditempuh 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan  pilar-pilar 

siyasah syar’iyyah yaitu musyawarah dan keadilan.  



xv 
 

ABSTRACT  

Juwita Nirmala, 12103173087, Controlling Illegal Stalls on Local Government 
Assets Land According to Positive Law and Siyasah Syar'iyyah 
(Case Study in the Area of Regional General Hospital dr. Soedomo 
Trenggalek Regency), Department of Constitutional Law, Faculty 
of Sharia and Legal Studies, State Islamic Institute of 
Tulungagung, 2021, Supervisor: Lailatul Nikmah, S.Pd., M.Pd.  

Keywords: Control, Illegal Stalls, Local Government Assets Land, Siyasah 

Syar'iyyah  

This research is motivated by the increasing number of perpetrators of 
violations of public order that occur in Trenggalek Regency. One of these 
violations is the disorganization of assets which can be found in the area around 
the Regional General Hospital dr. Soedomo Trenggalek. There are at least 8 
(eight) illegal stalls standing on the land which is an asset land belonging to the 
Trenggalek Regency Government. The illegal stall was established without 
permission from the local government which violates the regulations regarding the 
orderliness of assets contained in Article 34 of the Trenggalek Regency Local 
Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Public Order 
and Community Peace. The existence of these stalls is feared to have a negative 
impact, including that the area becomes slum and even becomes a means of 
spreading disease because it is located very close to the hospital. The 
establishment of this shop causes the land to not function properly. In addition to 
violating order, the existence of these stalls also disturbs the comfort because it 
creates a sense of worry in some circles.  

The formulations in this study are: 1) How are illegal stalls controlled on 
local government assets in Trenggalek Regency? 2) How is the control of illegal 
stalls on local government assets in Trenggalek Regency according to positive 
law? 3) How is the control of illegal stalls on local government assets in 
Trenggalek Regency according to the siyasa syar'iyyah? The objectives of this 
research are: 1) To find out the control of illegal stalls on local government assets 
in Trenggalek Regency. 2) Knowing the control of illegal stalls on local 
government assets in Trenggalek Regency according to positive law. 3) To find 
out the control of illegal stalls on local government assets in Trenggalek Regency 
according to siyasah syar'iyyah.  

The research method used by the researcher is a qualitative descriptive 
research method with an empirical juridical approach. Data collection techniques 
used in this study consisted of interviews with the Head of the Regional Finance 
Agency Asset Division of Trenggalek Regency, traders who owned stalls, and 
preacher; and documentation of the results of observations and interviews. 
Technical analysis in research is data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions.  
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The results of this study indicate that: 1) Control of traders who own 

illegal stalls has been implemented, but it has not been effective. The control was 

carried out with a warning to the shop owner, but it was ignored. The local 

government does not immediately evict for humanitarian reasons and the worst 

case will be that the traders will move to other places and cause traffic jams. So 

the alternative that is considered the most effective is relocating the traders into 

the fence area of Regional General Hospital dr. Soedomo Trenggalek Regency, 

but the solution is still in the planning stage. 2) Article 39 of the Trenggalek 

Regency Local Regulation Number 11 of 2015 mention that offenders are subject 

to administrative sanctions that verbal warning, written warning, suspension of 

activities, termination remains activities, the lifting of temporary permits, 

permanent revocation permits, administrative fines, and / or other administrative 

sanctions in accordance with the provisions of the legislation. 3) In terms of 

siyasah syar'iyyah, the establishment of this illegal stall is not in line with Islam 

because it does not have a permit or agreement. Meanwhile, so far the steps and 

policies taken by the Trenggalek Regency Government have been in accordance 

with the pillars of siyasah syar'iyyah, namely discussion and justice. 

  



xvii 
 

َأُِخـََ

اُغ٤طشجَػ٠َِالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَلأسام٢َاُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِحَٝكواًَ،١٨١١٠١١٠١٢١ََظ٣ٞرا٤َٗشٓالاَ،َ

ُِوإَٗٞاُٞمؼ٢َٝاُغ٤اعحَاُغٞس٣حَ)دساعحَؼاُحَك٢َٓ٘طوحَأُغرؾل٠َالإه٢ٔ٤َِاُؼاَّ

(َ،َهغَْاُوإَٗٞاُذعرٞس١َ،٤ًَِحَاُؾش٣ؼحَٝاُوإَٗٞذش٣٘عاُيَٓ٘طوحاُذًرٞسَعٞدَٝٓٞ

٨١٨١ََدساعاخَ،َٓؼٜذَاُذُٝحَالإعلا٢َٓك٢َذُٞٞٗـاؿٞٗؾَ،َ َأُؾشف: ٤ُلاذٍَٞٗؤح،َ،

َََط.كذ.،َّ.كذ.َ

َأٌُِاخَأُلراؼ٤ح:َاُغ٤طشجَ،َالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَ،َأسام٢َاُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِحَ،َاُغ٤اعحَاُغ٤اع٤حَ،ََ

اُذاكغَٝساءَٛزاَاُثؽسََٛٞاُؼذدَأُرضا٣ذَُٔشذٌث٢َاٗرٜاًاخَاُ٘ظاَّاُؼاَّاُر٢َذؽذزَك٢َٓواهؼحَ

َأُؽ٤طحَ َأُ٘طوح َك٢ َػ٤ِٜا َاُؼصٞس ٌٖٔ٣َ َاُر٢ َالأفٍٞ َذ٘ظ٤ْ َػذّ َٞٛ َالاٗرٜاًاخ َٛزٙ َأؼذ ذش٣٘عاُي.

الأسكَاُر٢َٛ٢َأسكَ)شٔا٤ٗح(َأًؾاىَؿ٤شَها٤ٗٞٗحَٝاهلحَػ٢ََ٠ِ.َٛ٘اىَٓاَلا٣َوََػَٖعٞدّٝتٔغرؾل٠َد.َ

أفًٍَِٞٓٔٞحَُؽٌٞٓحَس٣ع٘غ٢َذش٣٘عاُي.َذَْإٗؾاءَاٌُؾيَؿ٤شَاُوا٢َٗٞٗدَٕٝإرََٕٖٓاُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِحَ

َذش٣٘عاُيَٓ٘طوح َٖٓاُلائؽحَأُؽ٤ِح٠٣ََاُر٢َذ٘رٜيَاُِٞائػَأُرؼِوحَترشذ٤ةَالأفٍَٞاُٞاسدجَك٢َأُادجَ

أُعرٔؼ٣َٝ.٢خؾ٠َأ٣ٌََُٕٕٞٞظٞدَٛزَٙالأًؾاىَأششََتؾإَٔذ٘ل٤زَاُ٘ظاَّاُؼاَّٝاُغلا٨١١٢َُّؼا١١َََّسهَْ

ََٖٓ َتاُوشب َذوغ َالأٓشاكَلأٜٗا َُ٘ؾش َٝع٤ِح َٝذقثػ َتَ َػؾٞائ٤اخ َأُ٘طوح َذقثػ َإٔ َٜٓ٘ا ،َ عِث٢

أُغرؾل٣َ.٠ؤد١َإٗؾاءَٛزاَأُؽََإ٠َُػذَّػََٔالأسكَتؾٌََفؽ٤ػ.َتالإماكحَإ٠َُاٗرٜاىَاُ٘ظاَّ،َكئَٕ

َاؼحَلأ٣َٚٗخِنَإؼغاعًاَتاُوِنَك٢َتؼلَاُذٝائش.ََٝظٞدَٛزَٙالأًؾاى٣َضػطَأ٣نًاَاُش

(٤ًَق٣َرَْاُرؽٌَْك٢َالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَػ٠َِأفٍَٞاُؽٌٞٓح١َاُق٤ؾَك٢َٛزَٙاُذساعح٢َٛ:َ

(٤ًَق٣َرَْاُرؽٌَْك٢َالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَػ٠َِأفٍَٞاُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِح٨َأُؽ٤ِحَك٢َٓ٘طوحَذش٣٘عاُي؟َ

(٤ًَق٣َرَْاُغ٤طشجَػ٠َِالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَػ٠َِأف٠ٍَٞٝكواًَُِوإَٗٞاُٞمؼ٢؟ََٓ٘طوحَذش٣٘عاُيك٢َ

(َُٔؼشكحَاُغ٤طشج١َ؟َأٛذافَٛزاَاُثؽس٢َٛ:َاُغٞس٣حٝكواًَُغ٤اعحََٓ٘طوحَذش٣٘عاُياُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِحَك٢َ

جَػ٠َِ(َٓؼشكحَاُغ٤طش٨.َٓ٘طوحَذش٣٘عاُيػ٠َِالأًؾاىَؿ٤شَاُوا٤ٗٞٗحَػ٠َِأفٍَٞاُؽٌٞٓحَأُؽ٤ِحَك٢َ

َ َك٢ َأُؽ٤ِح َاُؽٌٞٓح َأفٍٞ َػ٠ِ َاُوا٤ٗٞٗح َؿ٤ش َذش٣٘عاُيالأًؾاى ََٓ٘طوح َاُٞمؼ٢. َُِوإٗٞ (٠َٝكواً

َأُؽ٤ِحَك٢َ َاُؽٌٞٓح َاُوا٤ٗٞٗحَػ٠َِأفٍٞ َػ٠َِالأًؾاىَؿ٤ش َاُغ٤طشج َذش٣٘عاُئُؼشكح َُـََٓ٘طوح ٝكواً

َاُغ٤اعحَاُغٞس٣ح.ََ

ٗٞػ٢َرَٜٝٓ٘طَهنائ٢َذعش٣ث٢.ََٜٓ٘طَاُثؽسَاُز١َاعرخذَٓٚاُثاؼسََٜٛٞٓ٘طَتؽص٢َٝفل٢

ذرٌَٕٞذو٤٘اخَظٔغَاُث٤اٗاخَأُغرخذٓحَك٢َٛزَٙاُذساعحََٖٓٓواتلاخَٓغَسئ٤ظَهغَْأفًٍَٞٝاُحَاُر٣ََٞٔ

َ َك٢ َذش٣٘عاُيالإه٤ٔ٤ِح َأُلاؼظاخََٓ٘طوح َٗرائط َٝذٞش٤ن َٝاُٞاػع. ،َ َالأًؾاى ٣َٔرٌِٕٞ َاُز٣ٖ َٝاُرعاس ،

 َٝػشكَاُث٤اٗاخَٝاعرخلاؿَاُ٘رائط.٤ََاُث٤اٗاخَٝأُواتلاخ.َاُرؽ٤ََِاُل٢َ٘ك٢َاُثؽسََٛٞذوِ

(َذَْذ٘ل٤زَاُشهاتحَػ٠َِاُرعاسَاُز٣َٖ٣ٔرٌَِٕٞأًؾاًاًَؿ٤ش١َذؾ٤شَٗرائطَٛزَٙاُذساعحَإ٠َُٓا٢ِ٣َ:َ

ها٤ٗٞٗحَ،ٌَُٜ٘اََُْذٌَٖكؼاُح.َذَْذ٘ل٤زَأُشاهثحَتئٗزاسَُقاؼةَأُؽٌَََُٖٝذَْذعاِٜٛا.َلاَذوَّٞاُؽٌٞٓحَ

َاُ َتالإخلاء َأخشَٟأُؽ٤ِح َأٓاًٖ َإ٠ُ َاُرعاس ٣َ٘روَ َإٔ َاُؽالاخ َأعٞأ َٝعرٌٕٞ َإٗغا٤ٗح َلأعثاب لٞس١

َك٢َ َاُغ٤اض َٓ٘طوح َإ٠ُ َاُرعاس َٗوَ َٞٛ َكاػ٤ِح َالأًصش َاُثذ٣َ َكئٕ َُزا َٓشٝس٣ح. َاخر٘اهاخ َك٢ ٣ٝرغثثٕٞ

َ َد. َذش٣٘عاُيَعٞدّٝأُغرؾل٠َالإه٢ٔ٤َِاُؼاّ ََٓ٘طوح َاُرخط٤و. ٌََُٖاُؽََلا٣َضاٍَك٢َٓشؼِح َذ٘ـ٨َ، )

َا ٠٣ََُٔادج َسهْ َأُؽ٤ِح َاُلائؽح ٖٓ١١ََ َٓص٨١١٢َََُؼاّ َإداس٣ح َُؼوٞتاخ ٣َخنؼٕٞ َأُخاُل٤ٖ َإٔ ػ٠ِ

َ،َ َأُؤهرح َاُرقاس٣ػ َٝسكغ ،َ َالأٗؾطح َٝإٜٗاء ،َ َالأٗؾطح َٝذؼ٤ِن ،َ َاٌُرات٢ َٝالإٗزاس ،َ َاُؾل٢ٜ اُرؽز٣ش
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(٠ََٖٓكواًَلأؼٌاَّاُرؾش٣غ.َٝذقاس٣ػَالإُـاءَاُذائٔحَ،َٝاُـشآاخَالإداس٣حَ،ََٝ/َأَٝػوٞتاخَإداس٣حَأخشَٟٝ

كئَٕإٗؾاءَٛزاَاٌُؾيَؿ٤شَاُوا٢َٗٞٗلا٣َرٔاؽ٠َٓغَالإعلاَّلأ٤َُٚٗظَُذ٣َٚذقش٣ػَاُغ٤اعحَاُرعاس٣حَ،َؼ٤سَ

أَٝاذلام.َك٢َؿنَٕٞرُيَ،ًَاٗدَاُخطٞاخَٝاُغ٤اعاخَاُر٢َاذخزذٜاَؼٌٞٓحَذش٣٘ـاُيَس٣ع٘غ٢َؼر٠َا٥َٕ

َأُ٘اهؾحَٝاُؼذاُح.أ١َاُغ٤اعحَاُغ٤اع٤حَ،َٓرٞاكوحَٓغَسًائضَ

  


